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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dari penelitian skripsi ini, penelliti menyimpulkan 

sebagai berikut :  

1. Bahwasanya Perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan 

penyampaian informasi palsu yang membahayakan keselamatan 

penerbangan adalah perbuatan yang telah memenuhi seluruh unsur-unsur 

sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 344 huruf e Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Adapun terkait kasus yang 

terjadi di bandar udara Kualanamu belum termasuk dalam kualifikasi 

terhadap unsur-unsur pasal di atas sedangkan kasus yang terjadi di  bandar 

udara Pontianak telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan dalam 

pasal tersebut sehingga telah dipertanggungjawabkan secara pidana. 

2. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penyampaikan 

informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan dalam 

pada kasus di atas dapat disimpulkan bahwasanya upaya preventif adalah 

upaya yang efektif disamping upaya represif juga perlu untuk 

mengendalikan kejahatan secara penghukuman (punishment) dengan 

memberlakukan sanksi-sanksi pidana melalui due process of law sesuai 

dengan Undang-Undang Penerbangan. Dengan penanggulangan secara 

preventif maka dapat dilakukan dengan metode mengurangi pengulangan 
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kejahatan dengan suatu pembinaan secara konseptual. Seperti menerapkan 

prosedur penanggulangan tindakan melawan hukum yang diatur dalam PM 

140 Tahun 2015 dan PM 80 Tahun 2017. 

B. SARAN 

 Saran-saran dari pemaparan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya 

maka penulis memberikan pendapat sebagai berikut : 

1. Upaya yang telah dilakukan oleh otoritas keamanan penerbangan (Aviation 

Security) telah diterapkan dengan baik, akan tetapi alangkah lebih baiknya 

para petugas yang menangani hal tersebut mempelajari mengenai 

kewenangan yaitu mencakup ruang lingkup penerbangan saja. Karena 

penting agar supaya tidak mencapuri yang bukan haknya di dalam 

kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 

Penerbangan. Oleh karena itu perlunya koordinasi yang dilakukan oleh 

otoritas keamanan penerbangan dengan koordinator pengawasan 

kepolisian badan resor kriminal umum berdasarkan Pasal 399 ayat (2) 

Undang-Undang Penerbangan seperti yang telah dilakukan oleh otoritas 

keamanan penerbangan di bandar udara Supadio. 

2. Tindakan para otoritas keamanan bandara maupun penegak hukum 

seharusnya lebih terbuka dalam mengumumkan hasil dari penyelidikan 

dan penyidikan pada suatu tindak pidana di lingkungan penerbangan 

karena menyangkut keamanan dan keselamatan para penumpang, 

diantaranya dengan misalnya mengadakan konferensi pers secara terbuka 

tentang hasil pemeriksaan terhadap pelaku penyampaian informasi palsu di  
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bandar udara Kualanamu mengenai bagaimana prosesnya dan mengapa 

kasus itu tidak dilakukan proses hukum lebih lanjut sesuai Undang-

Undang Penerbangan. Agar supaya tidak menjadi berbagai asumsi di 

masyarakat luas dan dikesankan diskriminatif karena kasus yang sama 

dilakukan proses hukum sampai dengan pengadilan seperti di bandar udara 

Supadio. 

3. Perlunya membuat aturan-aturan mengenai pemberlakuan daftar hitam 

(blacklist) bagi penumpang pesawat udara yang perbuatanya dapat 

membahayakan keselamatan penerbangan oleh Kementerian Perhubungan 

dan atau Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai dasar otoritas 

keamanan penerbangan (aviation security) untuk menerapkanya secara 

konkrit. Dikarenakan sampai saat ini, otoritas keamanan penerbangan 

hanya sebatas dapat merekomendasikan aturan blacklist tersebut kepada 

perusahaan maskapai. Oleh karena aturan tersebut hanya merupakan 

kebijakan dari masing–masing maskapai saja. Seperti kasus yang sama di 

bandar udara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar. 
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